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CATATAN MENGENAI HUKUM YANG BERLAKU
TERHADAP BANGUNAN DAN PEMILIKAN BANGUNAN
DALAM HUKUM YANG BERLAKU SEKARANG 1INI

oleh
BOEDI HARSONO SH

MASALAHNY A

t. Dua masalah kita hadapi dengan mulai berlakunya Undang-
undang Pokok Agraria (UUPA) ') pada tanggal 24 September 1960,
yaitu : ;

a. apakah hukum yang berlaku terhadap tanah dengan sendiri-

nya berlaku juga terhadap bangunan yang berdiri diatasnya
dan y
b. siapakzh menurut hukumnya pemilik bangunan yang di-
dirikan diaias tanah kepunyazan pibet lain 7
2. Dalam rangka ketentuan hukum yang berlaku sebelum ULPA
jawaban aias pertanyaan-pertanyaan terseput ada dua macam, yaitu
tergantung pada status hukum dari tanah diatas mana bangunan itu
berdiri. Sebagaimana diketahui sebelum UUPA, di Negara kita ber-
iaku bersamaan dua perangkat Hukum Tanah, yaitu Hukum Tanah
Barat, yang bersumber pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata 2)
dan Hukum Tanah Adat, yang bersumber pada Hukum Adat.

Jika bangunan itu berdiri diatas tanah yang tunduk nada keten-
tuan Hukum Tanah Barat (dikenal sebagai : tanah-tanah Hak Barat/
Hak Eropah), hukumnya adalah, bahwa bangunan itu menjadi bagian
dari tanahnya karena berlakunya apa vang disebut azes perlekatan
(azas “natrekking” atau azas “accessie” ®). Karena merupakan bagian
dari tanahnya, maka dengan sendirinya bangunan itu ivnduk pada
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terhadap tanahnya {Hukum
Tanah). Atas dasar azas itu pula maka hak pemilikan atas tanah



4 y MAJALAH FHUI

Hak Barat itu meliputi juga pemilikan dari bangunan yang ada

'diatasnya *). Bangunan yang didirikan diatas tanah kepunyaan pihak

lain menjadi milik yang empunya tanah °) (kecuali jika diperjanji-
kan lain),

Berlainan hukumnya jika bangunan 1ty berdiri diatas tanah yang
tunduk pada Hukum Tanah Adat (dikenal sebagai : tanah-tanah
Hak Adat, dalam arti yang lebih luas : tanah-ianah Hak Indonesia).
Dalam Hukum Adat berlaku apa yang dikenal sebagai azas pemisa-
han horizontal (azas *horizontale scheiding”) antara tanah dan
bangunan yang berdiri diatasnya. Tanah tunduk pada Hukum Tanah,
sedang bangunan tunduk pada Hukum Perutangan, yang mempunyai .
sifat-sifat lain daripada Hukum Tanah °). Demikianlah maka pemi-
likan tanah Hak Adat tidak dengan sendirinya meiiputi juza pemi-
likan bangunan yang ada diatasnya. Dalam Hukum -Adat berlakun
azas, bahwa pihak yang membangun, dialah pemilik bangunan yang
dibangunnya itu.

3. Bagaimanakah hukumnya setelah berlakunya UUPA ? Baik
didalam UUPA sendiri maupun didalam peraturan-peraturan pelak-
sanaannya tidak dijumpai ketentuan mengenai hal itu. Kiranya penga-
turan soal tersebut akan dilakukan didalam Undang-Undang yang
mengatur Hak Milik atas tanah, sebagai yang dimaksudkan oleh pasal
50 ayat 1 UUPA.

Dalam pada itu dari diktum UUPA, terutama dari ketentuan
pasal 5, kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

AZAS YANG DIPERGUNAKAN DALAM HUKUM YANG
BERLAKU SEKARANG INI

4. UUPA mengadakan ynifikasi fukum Tanah uan unifikasi
hak-hak penguasaan atas tanah. Pasal-pasal didalam Buku 1I Kitab
Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur soal agraria (yaitu:
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya) dicabut,
kecuali pasal-pasal yang mengatur hipotik. Dengan demikian maka
pasal-pasal yang mengandung pengeterapan dari azas accessie harus
dianggap sebagai tidak berlaku lagi 7). Dalam rangka mewujudkan
unifikasi Hukum Tanah itu UUPA menetapkan selanjutnya didalam
pasal 5, bahwa : "Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan
ruang-angkasa ialah Hukum Adat, ...... ”, Ketentuan tersebut

l
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mengandung pengertian, bahwa Hukum Tanah positip kita meng-
cunakan konsepsi-konsepsi dan azas-azas dari Hukum Adat.

Dalam rangka mengadakan unifikasi hak-hak penguasaan atas
tanah UUPA. menetapkan macam-macam hak penguasaan atas tanah,
baik yang bersubyek Negara dan  bagian-bagiannya maupun yang
bersubyver perorangan dan badan-badan hukezi Hak-hak penguasaan
atas tanah vang ada diubal (istilah yang laz:m dipergunakan : di-
konversi; menjadi salah satu macam hak yang diatur didalam UUPA
itu. Dengan demikian maka tidak lagi dikenal penggolongan ianah
dalam tanah-tanah Hak Berat dan tanah-tanah Hak Adat Indone
sia %),

5. Dari apa yang diuraikan diatas maka kesimpulan yane
dapat diambil adalah, bahwa azas mengenai bangunan yang diper-
gunakan dalwm bukuem kita yang berlaku sekarang ini adalak azas
Hukum Adat. Yaitu :

a. bahwa pada azasnya adu pemisahan antara tanah dan bangunan
yan: berdiri diatasnya (Azas pemisahan horizontal). Bahwa
hukum vang berlaku !cfhadap tanah tidak dengar sendiriny:
berlaku juga terhadap bangunan yang berdiri diatasnya. -L-,«m‘.h
tunduk pada Hukum Tonah, sedung pengaturan soa! bansunan
termasuk Hukum Perutangan.

b.  bahwa hak pemilikan atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi
juga pemilikan bangunan yang ada diatasnya. Bahwa barang
siapa yang membangun, dialah pemilik bangunan vang dibangun-
nya itu.

PENGETERAPAN AZAS TERSEBUT PADA KASUS-KASUS

KONKRIT

6. Karena azas tersebut belum  dijabarkan menjadi norma-
nerma hekum, maka dmbul muasalah bagaimanakah pengeterapannya
pada kasus-kasus yong konkrit? Dalasm hubungan ini perlu kiranya
kita ingat, bahwa azas-azas Hukum Adat ite tdak hersifal mutak,
Pengeterapan azas-azus Hukum Adat pada kasus-kasus konkrit saigh
memperaatikan fakior-fakior yang melipuii atau bersangkatan deng
kasus yanfv disadapi. Hukum "Adat bersikap realistis. herdasarkm
kenyutaun-Lenyatade yang ada,
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Begitulah juga kiranya pengeterapan azas yang mengenai bangu-
nan tersebut. Pengeterapannya tidak bersifat mutlak, bahwa dalam
kasus yang manapun azas lersebut akan diterapkan menurut rumusan
sebagai yang diuraikan diatas itu. Adalah sesuai dengan sifat Hukum
Adat, jika pengeterapannya dilakukan secara konkrit-relatip. Artinya.
bahwa dengan memperhatikan {aktor-faktor kenkrit dan realita vang
meliputi kasus vang dihadapi selalu ada kemungkinan untuk menga-

.dakan penyimpangan, agar supaya penyelesaiannya dapat memenuhi
rasa keadilan, yang pada hakekatnya merupakan tujuan dari hukum
yang dilaksanakan itu ?). Dengan demikian maka jaminan dan
kepastian hukum mungkin menjadi kurang, penyelesaian suatu kasus
mungkin tidak dapat dilakukan secara mudah hanya berdasarkan
rumusan azasnya, akan tetapi cara pengeterapan sebagai yang lazim
dilakukan dalam melaksanakan Hukum Adat memberi kemungkinan
vang lebih baik, untuk menimbang-nimbang dan menilai kepentingain
semua fihak vang bersangkutan, hingga penyelesaiannva akan lebih
dapat memenuhi tuntutan keadilan 1%).

7. Azas pemisahan horizontal adalah sesuai dengan realitas
perdesaan, dimana semula bangunan-bangunan dibuat dari kayu dan
bambu, seringkaii bahkan berdiri diatas tiang, hingga menurut
kenyataannya memang tidak merupakan suatu Kesatuan dengan
tanahnya. Bahkan dengan mudah dapat dibongkar dan dipindahkan
ianpa mengakibatkan banvak kerusakan. Dalam suasana perdesaan
«emula belum dikenal bangunan® dari batu yang berpondamen.
yang menurut kenyataannva membikin bangunan tersebut merupa-
kan suatu kesaiuan dengan tanabnyva. Yang sukar untuk membongkar,
iebib-iebih untuk memindahkunnya ketempat Jain tanpa merusaknyu
sebagai bangunan. Daerah berlakunva Hukum Adatpun dewasa ini
sudah meluas dan meliputi nula daerah-dacrah perkotaan. Realita
daerah-daerah perkotaan vang dihadapi berbeda dengag vang semula
ada dalam suasana perdesaan. Oleh karenma itu pengetrapan azas
pemisahan horizontal tersebut dalam rangka Hukum kita sekarang
ini Seharusn.val:ah memperhatikan kenyataan atau realita itu. Artiny«
tidak seharusnva diterapkan secara mutlak terhadap setiap kasus
vang dihadapi. Dalam hal ini maka kasus demi kasus perlu mendapat
pertimbangan khusus, yntuk menentukan apakah Xetentuan hukumn
‘vang berlaku terhadap tanah akan kita perlakukan juga ferhadap




HUKUM TERHADAP BANGUNAN 7

bangunan yang ada diatasnya, zntara lain dengan mengingat tujuan
dan kegunaan ketentuan peraturan yang bersangkutan ).

Demikianlah misalnva kalau menurut Kenyataannya bangunan
yang bersangkutan memang tidak merupakan suatu kesatuan dengan
tanahnya (dari kavu, bambu atau “pre-fabricated”’), hingga mudah
dapat dibongkar dan dipindahkan keiempat lain, maka ketentuan
Hukum Tanah tidaklah berlaku terhadapnya. Tetapi kalau menurut
kenyataannya bangunan itu merupakan suatu kesatuan dengan tanah-
nya, maka dapatlah dipertimbangkan untuk memperlakukan ketentu-
an-ketentuan Hukum Tanah terhadap bangunan tersebut. Misalnya ke-
tentuan-ketentuan pasal 21, 26, 30 dan 36 UUPA. yang menyatakan
jatuhnya tanah yang bersangkutan kepada Negara. Jika ada bangun-
an diatas tanah yang terkena ketentuan pasal itu yang menjadi milik
pemegang hak atas tanahnya, maka bangunan itupun turut jatuh
pula kepada Negara. Tanpa pengeterapan secara demikian sanks:
pasal-pasal tersebut, khususnya untuk daerah perkotaan, akan banyak
dikurangi daya-gunanya '2), Sebaliknya ketentuan-ketentvan menge-
nai persyaratan bagi subyek-subyek hak-hak atas ‘anah misalaya,
tidak berfaku terhadap bangunan-bangunan, biarpun hus
hersangkutan menurut Kenyataannya merupakan sunly

MmN yang

ngan fgnshnya. Baagunan vang ads diatas tonzh hak :
dimiliki oleh suatu Perseroan Terbatas (veng menurn: Huiwsn Tanah

tidak boleh mmenguasai tenah dengan hak milik). Hukum Tandh
memang memungkinkan pemilikan bangunan oleh suatu PT diatas
tanah milik pihak lain, yang dikuasai oleh PT tersebut dengan hak
guna-bangunan, hak pakai atau hak sewa (dikenal lembaga : hak
sewa untuk bangunan?).

Azas pemisahan horizontal tetap diperlakukan, fetapi tidak
mutlak, melainkan secara konkrit-relatip.

¥, Azas pemilikan bangurgn sebd@ai yang dirumuskan diatas
scharusaya_ijuge jangan diferapkan secara mutlak terhadap setiap
kasus yang dihadapi. P

fralam kosus-kasus pemilikan bangunan  iiv dapai itersangk o
kepentingan 3 pihak, yaitu :
a.  pihak yang membangun (kita dapat scbut : pihak pertama) ;
5. pihak yacg mempunvai ieash (Kita dapat sebut : pihak keaua)
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¢ pihak ketiga : pthak yaog membeli tanah beserta bangunan vang
ada diatasnya  dan hrediteur vang  menerima tanah  beserta
bangunen vanz ads distasnya sehaged juminan utang.

Berbagai {aktor kiranya perlu diperbatihan dalam memperiake -
CRan wzas  tersebut terhadup  Kosus-kasus konkrit yang dihadapi . . o
Apakah masalahnyva masih terbatas pada hubungan anara  pihak
yang membangun dan pthak vang mempunyai tanah, ataukah sudah
tersangkut pula kepentingan pihak ketiga? Tempat letak tanahnya
dan usaha-usaha apa yang telah dilakukan oleh pihak yang mempu-
nyai bangunan dan pihak ketiga untuk melindungi kepentingannya
masing-masing merupakan juga faktor-faktor yang akan mempenga-
ruhi pengeterapan azas vang dimaksudkan itu.

Y. Jika kesusnya masiioierbatas antara pifiak vang membangun

] v T
! b aiant I perjanjian mengenai soal peiadikan
1oya lt, make agpa yang mereka seinje
h van 2in 3 LTI viy seunjrie
st 1 e } I Aa 1E0! vtk vans
) taralmsy. 1 piiuk pertama boieh © emakainy;
selama sekian tahun, dengan kewenangan untuk memindahkan

hak pemakaiannyva kepada pihak lain, Atau bangusan menjadi
milik yang membangun. ukan tetapi setelah sekian tahun akan
menjadi milik vang mempunvai tanch tar ra kewajiban membet

' santi kerug,mn.

Kalau antara pihak pertama dan pibak kedua ldak ada perjanjian.

maka berlakuiah azas meng

it pemilikan bangunan tersebun

diatas. Bangunan yang bersangkuian menjacdi milik vang mem- :

bangun, tanpa dipersoalkan didacrah mana kasus itu terjadi. Para

pihak dianggap mengetzhui adoaya®azas tersebut dalam hukun

kita sekarang ini dan pihak kedua mengetahui bahwa bukan dia

yvang membangun banguman itu.

Dalam Kkasus-kasus vang  dimaksudkan e pembungundan dan
penguasaan lanahnya umumnya dilakukan dengun izin pithak yany
mempunyai tanah. Penguasaan wnahnya dapat dilakukdn dengan hak
suna-bangunan. fak pakai. hak <ewn afaupun hak menumpang.
Jika pihak vane membangun ity menguasai tanahnva dengan hak

D
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cuna-bangunan, maka menurut Perawuran Pemerintah no. LU tahun
1961 tentang “Pendaftaran Tanah™, kepadanya dapat diberikan
sertipikat sebagai tanda-buktinya. Adanva hak guna-bangunan diatas
tanah milik pihak kedua itu dicatar pula didalam buku-tanah dan
sertipikat hak miliknya °). Dengan mengetahui, bahwa hak guna-
bangunan itu adalah hak unwh mendirikan dan mempunyai bangun-
an diatas tanah milik pibak ifain, mako dengan dilakukannya pen-
daftaran hak guna-bangunan iersebul menurut Peraturan Pemerintah
no. 10 tahun 1961, pihak ketige dianggap mengetahui bahwa bangunan
vang ada dialas tanah hak mabk  Kepunyaan pihak keduna iiu adalah
milik pihak pertama. Dengan demikian pihak pertama telah cukup
berusaha melindungi kepentingannya dan mencegah pihak ketiga
mempunyai perkiraan yang keliru. Demikian pula jika penguasaan
ranah vang bersangkutan dilakukan dengan hak pakai, hak sewa
atau hak menumpang, pihak pertama dapat melindungi hak pemi-
likan atas bangunan vang dibangunova itu dengan meminta agar
adanya pemilikan bangenan tersebut  dicatat didalam buku-ianah
dan sertipikat hak milik tanah vang dipunyai oleh pihak kedua %),
Sudah tentu pencatatan tersebut hanyva dapat dilakukan atas perse-
tujuan pemifik tanabaya. Sunggubpun dalam hal ini pemilik bangunan

arana hBak atas (anah vang dip

tidak memp-inieh serlif FVRIYS

tidak “termasih golongan hak-fak alas tanah yang Giaaan namun
pencatatan pada buku-tanah dan sertipikat hak miliknya sudah cukup
memenuhi persyaratan publisitas untuk mengikat pihak ketiga vang
mengadakan perbuatan hukum dengan tanah tersebut.

Azas pemilikan bangunan itu berlaku juga dalam hal tanah yan2
bersangkutan dikuasai oleh pihak yang membangun secara illegal.
Praktek penyelesaian penguasaan tanah-tanah secara illegal menun-
jukkan juga, bahwa tidak pernah ada anggapan, bahwa bangunan
vang didirikan oleh para okupan illegal itu bukan milik mereka.
Mereka selalu diberi kesempatan uniuk membongkar dar mengang-
katnya ketempat lain.

Sudah barang teniu azas itupun berlaky jika perguasacn ianahnya
dilakukan secara legal, tetapi bangunanoya didirikan tanpa izip yang
mempunyai (anah. Sengketa mengenai pembangunanoya tidak mengu-
rangi hak pemilikan pihak pertama atas bangunan vang dibangunnyz
itu.
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10, Jika dalam kasusnva sudah iersangkut pihak ketiga

Sungguhpun bangunar itu pada umumnya adalah milik yang
mempunyai tanah, namun Jdengan adanya azss, bahwa yang memba-
ngun menjadi pemilik dari bangunan vang dibangunnya itu (azas mana
dianggap sctiap orang mengetahuinya), pihak ketiga yang mengada-
Kan perbuaian-perbuatan hukum mengenai tanah yang ada bangunan-
nya tidak boleh beranggapan. bahwa hangunan yang ada diatas tanah
itu dengan sendirinya adalah milik dari yang mempunyai tanah.
la berkewajiban untuk mengadakan penelitian dalam batas-batas
kewajaran dan ketentuvan hukum yang berlaku, untuk mengetahui
dan memastikan siapakah pemilik bangunan itu. Dalam hal ini fakto:
dimana kasus itu terjadi turut menjadi pertimbangan sampai dima-
nakah azas pemilikan bangunan tersebut dapat diperlakukan. Secara
umum dapat diadakan perbedaan apakah kasusnya terjadi dslam

Arlusm creamaac saclradaos
: SRASANR BEINCIa

T <l . SRV RN, oty DR, P
vasdid CTUEEqEn dllexiy |

Dalam suasana perdesaun membangun runialt atau bangunan
lsinnyve bukanlah svatu peristiwa yang terjadi setiap hari dan tidak
pula dilakukan secara  diam-diam. Bahkan sebalikoyva, umumnya
difakukan dengan bantuan para warga desa yang lain, disertai menga-
dakan 'Selamatan’ pemasangan bendera dan pengikatan padi diatas
nya, dan lain-fain bentuk kegiatan yang menyolok. Oleh karena itu
maka pihak ketiga yang berkepentingan dengan mudah akan dapat me-
ngetahui dari para warga-desa yang lain atau dari Kepala Desa siapa-
kal: pemilik bangunan vang ada diatas bidang tanah yang akan dibeli
atau diterimanya sebagai jaminan utang. Dalam kesus-kasus van:
terjadi dalam suasana perdesaan kiranya azas pemilikan bangunan
itu dapat diterapkan, tanpa meleiakizn tambahan beban vang ier-
lampau berat kepada pihak ketiga.

Kalau dalam suasana perdesaan mudah dapat diketahu: siapakah
pemilik suatu bangunan. tidaklah demikian halnya dalam suasana
perkotaan. Dalam suasana perkotaan orang umumnya. tidak saling
mengetahui apa yang dilakukan atau apa vang dipunyai masing-
masing. Bahkan para Kepala Desapun tidak selalu mengetahui hal-
hal yang terjadi didesanva atau yang dipunyai oleh warga-desanya.
Mengingat keadaan yang demikian itu, maka memperlakukan azas
pemilikan bangunan tersebut pada setiap kasus yang terjadi dalam
suasana perkotaan akan berarti penambahan beban vang terlampau
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berat kepada pihak ketiga. Kiranya harus diusahakan adanva kese-
imbangan dalum melindungi dan  mempertimbangkan kepentingan
pihak vang memiliki bangunan dan pihak ketiga.

Disamping mewajibkan pihak ketiga unwk nengadakan penc-
iitian sehubungan dengan kemungkinan, banwa bangunan yang ber-
sangkutan bukan milik p'hak vang mempunyai tanah, pihak pemili
bangunan pun berkewajiban uniuk berusaha mencegah, jangan sampai
pihak ketiga mempunyar anggapan vang keliru. bahwa banguné'
vang ada diatas wanah itu adalah milik yang mempunyai tanzh. Upaya
vang disediakan oleh hukum untul melindungi kepentingannya me-
talui mekanisme pendaftaran sebagai syarat publisitas sudah dikemu-
kakan diatas. Menempatli sendiri bangunan vang dibangunnya itu
merupakan vpava fisik untuk mengurangi atau mencegah timbulnya
anggapan yang kelire. Maka sampai dimanakah pihak pemilik bangun-
an itu telah mempergunakan upaya-upaya tersebut dalam kasus kon-

krit vang akan diselesaikan. merrpakan pula faktor yang perlu diper-
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jaminan utang ity adalah juga milik yang mempunyai tanah. Juga
atas dasar pertimbangan, bahwa umumnya keadaannya adalah demi-
kian. Adanva bangunan milik pihak lain merupakan perkecualian.
Ini tidak berarti, bahwa didaerah perkotaan berlaku azas accessie.
Azasnya tetap azas Hukum Adat. hanva pengeterapannya dilakukan
secara konkrit-relatip.

FUNKSI SERTIPIKAT HAK TANAH DAL AM HURBINGANNY A
DENGAN PEMILIKAN BANGUNAN

11. Sertipikat menurut UUPA dan Perativan Pemeintah ne. 1t
tahun 1961 merupakan surat fanda bukti hok atas anah, Serfipikat
tidak dimaksudkan sebagai pembuknan pemilikan bangunan yang = _
“ada diatasnya, biarpun adanya bangunan itn dapat diketahui dalam
surat-ukurnya. (Dalam hak puno-baneunan pemilikar bangunannya
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disimputkan duri i hakma, sebagai  hak untuk mendirikan dan
mempunyal bancunan distes tanah mibk pihak fainj.

Dadam pada ity -~ miungRin sdarena smuenminya sukar untuk dapat
memperolei tanda bukii vanz lain - dalam praktek Pengadilan Negeri
dan fanitia Perumahan Ji fokarte tampak, bahwa dajam memeriksa
dan mengadili perkara-perkara penghunian dan pemilikan bangunan /
rumah, dipergunakan sertipikat hak tanah (dikenal sebagai “buku

‘hijau™, karena sertipikat hak tanah di Jakarta bersampulkan kertas

vang berwarna hijau) sebagar alat untuk membuktikan hak pemilikan
atas bangunan vang berdiri diatas tanah itu, Dengan demikian maka
dalam praktek pengadilan sertipikat hak tanah bukan haunya berfungsi
membuktikan hak atas tanahnva. meleinkan juga hak pemilikan atas
bangunan vang ada diatasoya.

Jika demikian, maka bagi pihak keliga v ang melakukan perbuaian

“um mengenal tanah dan wunun yang ada diaimsnyn enkaphi
hc:g?ug;m an pada dpa yang ¢ -I sebutkan didalum sertipikat hax ianah-
ava. Kalau didalam se at ity gidak ada catatan kewerangan vang

sebalibnva,  belehlah dia mengangeap  bahwa bangunan yvang ada

diatas tanah iersebut adalah (juga) milik dari yang mempunyai tanah,

Undang-undang n=o. 5 tahun 1960 testang “Peraturan Dasar Pokolk-
pokok Agraria (LN 1860 no. 104, TLN no. 2043),
2) Ada ketentuan Husum Tanah Earo yang tidak bersumber pada Kitab

huiium

Undang-undang Hukum Perdata, melainkan berlaku sebagai
kebiasaan yang bersumber pada Hukum Belanda Kuno {Hukum menge-
nchuyr).

nni "Bataviase (Gro

Pasal 500 KUUHPdt

w
-~

4) Pasal 371 ayvat 1| RULHPdt
5) Pasal 601 KUUHPdt

6) Bandingkan a.l. Ter Harr . "Beginselen en Stelsel van het Adat-recht”
- JB Wolters Groningen Jakarta, 1530, halaman 1i7." Juga R. van Dijk:
"Pengantar Hukum Adat Indonesia” (terjemahan A. Soehardi), NV
Penerbit W. van Hoeve Bandung, 1954, halaman 5 daa 6. "Hukunt
Perutanga; bukan hukum mengenai utang-piutang, melainkan hukum
yang menguasai hak-hak mengenai barang-barang selain dari pada
tanah, perpindahan "hal-hak itu dan hukum mengenai jasa-jasa’.
Hukum Tenah adalah hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas
tanah. af
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7) Bandingkan Boedi Harsono : "Undang-undang Pokok Agraria”, Bagian
Pertama, Jilld Pertama, Penerbit Djambatan. Jakarta, 1968, halaman
1221123,

§) Ketentuan Konversi UUPA, pasal 1 sd 1X.

) Bandirghkan Soepomo: Hubungan individu dan masyaraka: dalam
Hukum Adat”, Yayasan Dharma, Jakarta, 1952 halaman 17 ("Jadi
segaia sesuatunya bresifat relatif”) den halaman 15 ("Lihat betapa
relatifinya segzala”).

10) Bandingkan Soepomo . 'Bab-bab tentang Hukum Adat”, Penerbitan

Universitas, tanpa tahun, halaman 21}): “Perlindungan hak-hak menurut

=i inkum Adac adalah ditangan kakim. Didalam persengketaan

dimuka pengadilan, hakim menimbang berat-ringannya kepentingan-
lepentingan vang saling bertentangan).

11} Bandingkan : B, van Difk dalam hukunva tersebut diatas pada halaman
vang sama

12) Bandingkan Ter Haar dalam bukunya tersebut diatas pada halaman
vang sama, Juga Boedi Harsono : "Undang-undang Pokok Agraria”.
Ragian Pertama Jilid Kedua, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1971 hala-

man 201.
13) Pasal 35, 41 dan 44 UUPA.

14) Pasal 10. 13, 22 dan P.P. no. 10/1961
15) Pasal 30 ayat 2 P.P. no, 10/1961.
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